
WALIKOTA MAGELANG 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG 
NO MOR 40 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 35 
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA MAGELANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

Menirnbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 43 
huruf a disebutkan bahwa pemberian bantuan sosial 
untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan 
sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Magelang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950. tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2 008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Fresiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Magelang Tahun 2008 Nomor 3); 

17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Susunan, Kedudukan dan Togas Pokok 
Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Magelang Tahun 2008 Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Organisasi Kecarnatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah 
Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri clan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5202); 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
P~JJ:gadaan Barang/ J asa Pemerin tah; 

22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Men teri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Beri ta Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 450); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 35 TAHUN 
2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA MAGELANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 
2011 ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi 
Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 
Nomor 36) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 18 

(1) Setiap pemberian bantuan sosial dituangkan dalam pakta 
integritas yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial. 

(2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. penerima bantuan sosial; 
b . penggunaan bantuan sosial; 
c. be saran/ rincian bantuan sosial yang akan diterima; 
d . tata cara pelaporan bantuan sosial. 

(3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan W alikota ini. 



2 . Diantara Pasal 29 dan Pasal 30, disisipkan 1 (satu) BAB dan l(satu) 
Pasal yakni BAB VIII A, Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

BAB VIII A 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29A 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlak:u : 

a. pemberian bantuan sosial untuk tahun anggaraan 2011 tetap dapat 
dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam 
APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2011; 

b. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 
bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada 
Peraturan Walikota ini. 

3. Dalam BAB IX disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29B sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29B 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlak:u: 

a. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Magelang (Berita 
Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 31 ) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Magelang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Santunan Kematian 
Bagi Penduduk Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang 
Tahun 2010 Nomor 20); dan 

b. Pe ratura n Wa likota Magela ng Nomor 6 Tahun 2 011 ten tang 
Pengatura n Pc rsyaratan Pengajuan, Mekanisme Penyaluran dan 
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi 
Kemasyarakatan di Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang 
Tahun 2011 Nomor 6), 

masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desernber 2011. 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Magelang. 

Dit tapkan di Magelang 
pa tanggal :i.. ~ D ese ni be r ;..o 11 
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